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ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce)? Kedua, bagaimanakah
upaya hukum memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi jual
beli online (e-commerce)? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk
menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli
online (e-commerce)? Kedua, untuk menjelaskan upaya hukum memberikan
perlindungan kepada konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce).
Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan
jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online ternyata
hanyalah kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang masih terkendala. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli
online tentunya sebagai pelaku usaha haruslah menaati seluruh aturan. Konsumen
dan pelaku usaha selalu ada konflik hal itu disebabkan persoalan tidak
terlaksananya hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-
undang perlindungan nomor 8 tahun 1999 pasal 4 salah satunya tidak
dilaksanakannya hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online hanyalah
dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Kemudian agar tidak
memperlebar konflik Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen mengupayakan
melakukan negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk mengawasi
kewajiban pelaku usaha upaya yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan
hukum tetapi tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena keterbatasan
media.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku usaha

XVi



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kemajuan teknologi adalah dengan adanya teknologi internet.
Kemajuan teknologi internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban
manusia secara global, kemajuan di era digital ini ditandai adanya rekayasa
teknologi internet yang sudah sangat canggih telah mengubah berbagai aspek
kehidupan termasuk gaya hidup. Selain itu juga munculnya kebutuhan untuk
mengambil keputusan dengan cara yang cepat tanpa terikat dimensasi ruang dan
waktu. Teknologi internet dalam kegiatan bisnis, khususnya perdagangan secara
elektronik (e-commerce) seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk
melakukan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs
internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (e-
contract) yaitu sebuah kontrak/ perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui
sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini
berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (offline) yang
umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui
tatap muka.’

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 di dalam Pasal 1 ayat 2 UU
ITE, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan

! Mufarizzaturrizkiyah (Eds.), E-commerce: Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa
Muslim, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020 him. 1.



computer, dana atau media elektronik lainnya. Sesuai dengan pengertian
tersebut, maka kegiatan jual-beli yang dilakukan melalui computer ataupun
handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Dalam rangka
mengantisipasi  perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, khususnya
tranksaksi perniagaan, transaksi elektronik (e-commerce) memiliki landasan
hukum serta legalitas secara hukum. Salah satu aplikasi dari perkembangan
teknologi internet yang terkait dengan dunia perdagangan adalah perdagangan
elektronik atau e-commerce.

E-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli
dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain
dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang
dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulkan bahwa e-
commerce itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja online
dan transaksinya melalui transfer uang secara digital.”

Aplikasi perdagangan elektronik atau e-commerce disediakan bagi dunia
bisnis untuk mendekatkan antara produsen dan konsumen, dimana dengan aplikasi
ini terjadi interaksi antara produsen dengan konsumen yang lokasinya bisa sangat
berjauhan bahkan bisa lintas negara dan benua.

Masyarakat sebagai pengguna media internet untuk membeli suatu barang
atau jasa dapat dikatakan sebagai konsumen e-commerce apabila dikaitkan dengan
pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam tulisan ini akan

disingkat dengan UUPK) adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

?Ibid, hlm. 16-17.



dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur didalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Pengertian perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK
yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

Dalam Pasal 3 UUPK dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen
dengan cara menghindarkanya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
meningkatkan permberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi
serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur
dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau
jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/ atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.?

® hukum unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm



Adapun hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak konsumen adalah

sebagai berikut :

1.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai konsidi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan,

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif,

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.*

* https:m.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999.

Perlindungan-konsumen



Salah satu situs transaksi jual beli online yang sedang berkembang di
Indonesia adalah Shopee. Dimana Shopee merupakan e-commerce Yyang
menawarkan berbagai kebutuhan baik pria maupun wanita yang menyesuaikan
dengan gaya hidup masyarakatindonesia. Dengan demikian, produk-produk yang
ditawarkan Shopee kepada konsumen selalu memenuhi kebutuhan gaya hidup
yang semakin modern, dalam hal ini Shopee menawarkan berbagai macam produk
seperti pakaian wanita dan pria. , peralatan listrik, peralatan rumah tangga, barang
olahraga, dll. Hal ini membuat banyak konsumen menikmati bertransaksi di
Shopee Marketplace.

Menurut riset terbaru iPrice, Shopee merupakan aplikasi e-commerce nomor
satu di Indonesia menurut MAU (Monthly Active Users). Selain itu, Shopee juga
merupakan aplikasi dengan rata-rata jumlah pengguna aktif tertinggi di Indonesia.
Shopee juga dinobatkan sebagai aplikasi mobile e-commerce dengan jumlah
pengunduh aplikasi terbanyak. Lebih dari 260 juta transaksi berhasil dicatat pada
2020. Jika dirata-rata dalam sehari, Shopee mencatatkan lebih dari 2,8 juta
transaksi, meningkat lebih dari 130% dari periode sama tahun lalu. °

Shopee menempati peringkat pertama dalam penjualan sistem e-commerce
bukan berarti tingkat kepercayaan konsumen juga tinggi. Sistem e-commerce juga
rawan penipuan, dimana ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang
dijanjikan, dan seringkali barang yang dibeli tidak terkirim meskipun pembeli

mengirimkan jumlah yang disepakati. Ketidakstabilan transaksi, seperti

*Tim Kontan, “Jumlah Transaksi Di Shopee Lebih Dari 28 Juta Transaksi Per Hari”,

dikutip dari www.kontan.co.id



pengiriman barang, pembayaran dengan kartu kredit orang lain (pembajakan),
akses tidak sah ke sistem informasi (hacking), perusakan situs web atau pencurian
data.

Adanya e-commerce seperti Shopee tidak menutup kemungkinan terjadinya
pelanggaran yang berujung pada kerugian konsumen. Dalam e-commerce, di
mana para pihak yang bertransaksi tidak bertatap muka secara fisik, berbagai
bentuk penipuan dan kesalahan dapat terjadi dan merupakan masalah utama yang
perlu ditangani. Kelemahan lain yang sering terlihat dalam e-commerce adalah
jika barang yang ditawarkan berkualitas buruk atau layanan pabrikan tidak
memuaskan, jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang
ditawarkan, kesalahan pembayaran, pengiriman barang atau ketidaktepatan dalam
pengiriman barang, yang tidak termasuk dalam syarat dan ketentuan sebelumnya.

Perlindungan konsumen memiliki banyak segi. Salah satunya adalah aspek
hukum. Hukum masyarakat akan selalu berkembang secara dinamis seiring
dengan perkembangan masyarakat. UU sangat penting dalam masyarakat. Hukum
memiliki peran mengatur kehidupan masyarakat agar kepentingannya dapat
terlindungi. Perhatian khusus diberikan pada undang-undang perlindungan
konsumen karena mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan
dalam pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan untuk menciptakan sistem
fasilitasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi

seluruh masyarakat.®

®Celina Tri Siwi Kristiyanti , Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, him. 3.



Pihak Pemerintah dan Pengelola situs Shopee telah menjamin hak-hak
konsumen melalui Undang-Undang maupun melalui kontrak elektronik, tetapi
masih banyak terdapat kasus konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik
tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Pasal 7 g Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tahun 1999, konsumen sebagai pembeli dapat menuntut ganti rugi dari
pengusaha jika barang/jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan kontrak jual beli,
bahwa: “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”’

Sedangkan pelaku usaha bisa dituntut apabila barang/jasa yang diinginkan
oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian jual beli, sesuai yang tercantum di
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di
dalam Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: ‘“Pelaku wusaha dilarang
memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa
memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.?

Hak-hak konsumen harus dilindungi karena konsumen merupakan salah
satu pihak dalam suatu hubungan atau transaksi ekonomi dan beberapa pelaku
usaha seringkali mengabaikan hak-haknya. Selanjutnya, tujuan perlindungan
konsumen adalah untuk meningkatkan kehidupan dan martabat konsumen dengan
mencegah penggunaan barang dan jasa secara negatif.’

Perlindungan konsumen menjadi penting dan diakui semakin penting

mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Oleh

"Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
8Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, him. 22.



karena itu, upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dengan baik menjadi
isu penting, dan mengingat kompleksitas masalah perlindungan konsumen, ada
kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi, terutama di Indonesia.*°

Pada sebuah transaksi jual beli setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yaitu
yang menyediakan barang atau jasa.kemudian pihak yang memakai atau
memanfaatkan barang atau jasa. Dalam literature ekonomi, disebutkan bahwa
pihak yang menyediakan barang atau jasa dinamakan sebagai pelaku usaha,
sedangkan pihak yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa disebut
dengan konsumen. Dan tanpa kita sadari setiap manusia adalah konsumen.Pelaku
usaha dalam jual beli online merupakan pelaku usaha yang memperjual belikan
atau mempromosikan barang atau jasa melalui media elektronik dengan
memanfaatkan aplikasi marketplace dan media sosia, pelaku usaha yang dimaksud
dalam penelitian ini merupakan produsen, yang mana pelaku usaha tersebut
memproduksi sendiri barang yang akan diperdagangkan. Dan yang dimaksud
dengan konsumen vyaitu setiap orang yang memakai atau memanfaatkan barang
atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga dan
rumah tangga tanpa maksud untuk memperdagangkan kembali barang atau jasa
tersebut. adanya transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, maka terjadilah
proses peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang atau jasa. Maraknya
aplikasi belanja online yang memanjakan manusia tanpa harus keluar rumah,
cukup dengan memainkan handphone, mereka sudah dapat melakukan sebuah
transaksi online. Jual beli online dapat dilakukan dengan memanfaatkan

marketplace dan media sosial, media online banyak digunakan oleh pelaku usaha

Ylbid



dan juga konsumen berupa marketplace seperti salah satunya shopee. Dalam jual
beli online, tentunya konsumen hanya melihat barang dari foto yang telah
diupload oleh penjual, dan penjual pun menjelaskan mengenai kesamaan foto dan
barang aslinya.dalam pemasarannya sendiri. Apalagi dalam jual beli online,
karena konsumen memanfaatkan aplikasi shopee dalam berbelanja. Dalam
applikasi shopee juga tedapat kolom penilaian yang telah disediakan, penilaian
tersebut berguna bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi toko. Akan tetapi tidak
banyak dari pelaku usaha yang merespon penilaian yang ada.

Contoh kerugian yang diderita oleh konsumen Shopee karena produk yang
tidak sesuai dengan deskripsi dan perjanjian di Bagian Media Konsumen.
Konsumen bernama Yulia Sari yang membeli barang berupa Microfon melalui
aplikasi Shopee (infojavaacc). Namun, ketika barang tiba, ternyata barangsama
sekali berbeda dari yang dideskripsikan penjual, barang diterima dengan keadaan
cacat tidak bisa berfungsi dengan baik. **

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti, yaitu
"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online (E-

commerce) berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang di

bahas adalah sebagai berikut :

7im MediaKonsumen, “Komplain Barang Cacat Tidak Ditanggapi Penjual di Shopee”,
dikutip dari www.mediakonsumen.com.



1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual
beli online (E-Commerce) berdasarkan undang-undang Pelindungan
Konsumen no 8 tahun 1999?

2. Bagaimanakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online (E-
Commerce) berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen no
8 tahun 1999?

3. Bagaimanakah upaya hukum dalam mengatasi hambatan perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (E-
Commerce) berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen no

8 tahun 1999?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.  Tujuan Penelitian

A. Untuk menjelaskan pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Jual Beli Online (E-commerce) berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

B. Untuk menjelaskan  faktor-faktor penghambat pelaksanaan
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online
(E-commerce)  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan
Konsumen No 8 Tahun 1999.

C. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online (E-
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commerce) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
No 8 Tahun 1999.
2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat

antara lain:

A. Bagi Penulis
Memperluas pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum
terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli, dan Sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Lancang Kuning.

B. Perguruan Tinggi
Diharapkan dapat memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan
penulis, sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti
selanjutnya.

C. Instansi/masyarakat
Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan dijadikan
sumber informasi bagi para penulis yang ingin mengadakan

penelitian dibidang ilmu hukum.

D. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran
yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini asas yang

dapat digunakan dalam perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

Asas Manfaat, Seluruh usaha dalam pelaksanaan perlindungan konsumen
wajib memberi manfaat untuk kepentingan konsumen serta pelaku usaha
dengan menyeluruh.

Asas Keadilan, Segenap masyarakat bisa berpartisipasi dengan optimal serta
memberikan kesempatan untuk konsumen dan pelaku usaha supaya
memperoleh hak dan kewajiban secara adil.

Asas Keseimbangan, Perlindungan konsumen memberi kesetaraan diantara
konsumen, pelaku usaha serta pemerintah .

Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen, Memberi jaminan keamanan
serta keselamatan pada konsumen dalam pemakaian serta penggunaan, dan
pemanfaatan barang dan jasa yang dipergunakan.

Asas Kepastian Hukum, Pelaku usaha serta konsumen mematuhi hukum
serta mendapatkan keadilan pada pelaksanaan perlindungan konsumen, dan
Negara menjamin kepastian hukum.

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen

Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA

yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research

Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana

dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX. ARPANET

merupakan awal dari internet. ARPANET menggunakan komunikasi 56 Khbps

12 yesi Kusmadewi (Ed.), Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta, Lembaga

Fatimah Azzahrah, 2022), him. 17-19.
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tetapi karena perkembangan akhirnya tidak mampu mengatasi trafik jaringan yang
berkembang tersebut.*®

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada
saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense)
membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan
komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi membuat
sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di
daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi apabila terjadi perang
dapat mudah dihancurkan.

Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e-mail
yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu
mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga
diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau “pada".
Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika
Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama
yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet. Pada tahun
yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn
mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal
pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas
Sussex.

Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu
Inggris berhasil mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment

di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di

13 https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet.
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ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott,
Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama
USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan
meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil
berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan
semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang
diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control
Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita kenal semua.

Sementara itu di Eropa muncul komputer tandingan yang dikenal dengan
Eunet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda,
Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan jasa e-mail dan
newsgroup USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada
tahun 1984 sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain
Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah
melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke
jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus
memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah
komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun.
Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990
adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan

program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan
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komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang
disebut www, atau World Wide Web.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah
melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the
internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman,
dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet.

Pada abad 21 ini, internet telah menjadi suatu kebutuhan yang harus
dipenuhi. Karena internet melalui aplikasi yang ada tidak saja digunakan untuk
saling bertukar informasi dalam satu bagian atau ruangan komunitas yang
merupakan tujuan awal munculnya, tetapi telah menjadi media pemasaran dan
promosi bagi sebagian orang yang mampu memanfaatkannya.

Layanan atau aplikasi yang tersedia di internet ada beberapa bentuk, seperti:

1. World wide web

World wide web adalah suatu ruang informasi yang yang dipakai oleh
pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier (URI) untuk
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang berguna. World wide web atau yang
lebih dikenal dengan web sering dianggap sama dengan Internet secara
keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripadanya.'* Dengan
web, kita tidak saja mendapatkan informasi-informasi berupa teks tetapi bisa juga
foto, video, suara dan animasi.

2. Email

Email adalah Surat elektronik atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris

atau email (ejaan Indonesia: imel) adalah sarana kirim mengirim surat melalui

 Rusito, Teknologi Internet, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik,2021), him. 5.
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jalur jaringan komputer melalui Internet. Lewat email maka Orang yang sedang
kita tuju tidak harus ada pada saat itu. Dia akan menerima pesan ketika dia
membuka emailnya. Email digunakan dalam hal bisnis, pribadi, di rumah,
disekolah dan dimana saja, Kenyataan sederhana ini memungkinkan hampir setiap
netizen mengirim pesan kepada yang lain setiap saat. Sementara web membagikan
informasi, email membuat kita berhubungan dengan satu sama lain sehingga
menjadikan email sebuah aplikasi internet yang paling banyak digunakan.

3. IRC (Internet Relay Chat)

IRC (Internet Relay Char) adalah suatu bentuk komunikasi di Internet yang
diciptakan untuk komunikasi interpersonal terutama komunikasi kelompok di
tempat diskusi yang dinamakan channel (saluran), tetapi juga bisa untuk
komunikasi jalur pribadi. IRC muncul sebagai saluran komunikasi pintu belakang
yang menarik yang meliput kejadian-kejadian penting. Pada saat alat-alat
komunikasi tradisional tak dapat berfungsi dengan baik, IRC dapat menjadi
alternatif yang dapat diandalkan.

4. Listserv (diskusi menggunakan mailing list servers) Milis (Inggris:

mailing list)

Listserv (diskusi menggunakan mailing list servers) Milis (Inggris: mailing
list) adalah group diskusi di internet dimana setiap orang bisa berlangganan dan
berikutserta didalamnya. Anggota milis dapat membaca surat dari orang lain dan
kemudian mengirimkan balasannya. Secara sederhana, milis adalah sebuah daftar

alamat surat elektronik yang mempunyai kesukaan/kepentingan yang sama
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dengan berbagai macam topic diskusi. Penyedia layanan milis yang dikenal luas
antara lain adalah yahoogroups.com dan googlegroups.com.

5. Blog

Blog merupakan singkatan dari "web log™" adalah bentuk aplikasi web yang
menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman
web umum. ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru
kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya.

6. Situs Jejaring Sosial

Situs Jejaring Sosial dalam bahasa Inggris dikenal istilah Social network
sites merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan
penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta
mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut.
Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna,
yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.'® Boyd dan Ellison
mendefinisikan situs jaringan sosial sebagai layanan berbasis web yang
memungkinkan individu untuk:
1. Membangun suatu profil publik atau semi-publik dalam sistem dibatasi,
2.  Mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan siapa mereka berbagi

sambungan, dan
3. Melihat dan melintasi daftar mereka koneksi dan yang dibuat oleh orang

lain dalam sistem.®

15 Setiawan, Gaul Ala Facebook untuk Pemula, (Jakarta: Media Kita, 2008), him. 6-7.
16 Made Lasmadiarta, Facebook Marketing Revolution, Jakarta: PT Elex Media
Komputinde, 2010), him. 44.
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Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan di dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

sedangkan dasar hukum bagi transaksi e-commerce diatur dalam UU ITE. Secara

ringkas dapat disimpulkan bahwa, dalam Bab I UUPK mengenai ketentuan umum

yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen®’

Pasal 2 UUPK menyebutkan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta

kepastian hukum.

Kemudian pada Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan :

1.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri,

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari akses negatif pemakaian barang atau jasa,

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha menegnai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha

7 pasal (1), UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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6.  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

Sementara itu, dalam UU ITE disebutkan:

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dantransaksi elektronik dilaksanakan

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."*

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan

tujuan untuk:

1.  Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia;

2.  Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*®
Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,

produsen, dan produk yang ditawarkan". 2°

18 pasal (3), UU No. 11 Tahun 2008 tentang linformasi dan Transaksi Elektronik.
9 pasal (4), UU No. 11 Tahun 2008 tentang linformasi dan Transaksi Elektronik.
2 https://jdih kominfo
go.id/produk_hukum/view/id/555//undangundang+nomor+19+tahun +2016-+tanggal
+25+November+2016
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Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, yaitu:

1.  Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada
saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui
Penerima.

2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara
elektronik.?

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Transaksi Elektronik, yaitu:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik" %

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak
konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2! pasal 20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

%2 pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik
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2.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

Perjanjian jual beli yaitu memindahkan hak milik atas suatu barang dengan

imbalan atau timbal balik berupa uang. Apabila perjanjian tersebut timbal balik

bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar-

menukar.

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas

suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan

barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya tidak cacat

tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang
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dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain
dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Di samping itu penjual juga
dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual
adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait
kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin
kenikmatan ketenteraman. Sebagaimana haknya penjual, pembeli juga dibebani
kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan
menggunakan uang.”®

Dasar hukum perjanjian menurut BW?*:
Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih”.
Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat:
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.
Dan juga Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2% Ahmadi miru, Hukum Perjanjian, (Jakarta Timur, Sinar Grafika,2020), him. 3-4.
? Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis
penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan,
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan
fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah terkumpul kemudian menuju
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. %°
Kemudian penulis juga menggunakan sifat dari penelitian yaitu berupa
deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa
sekarang atau yang sedang berlangsung.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya pada Penjual online
shop JI. Pahlawan Kerja. GG Zubir, kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan
Konsumen di Pekanbaru, serta Pihak Jasa Pengiriman JNE Pekanbaru di Jl.
Sekolah, kec. Rumbai, Kota Pekanbaru
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang menjadi populasi

dalam penelitian ini adalah:

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
him. 15
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1. Pihak perwakilan Online Shop di Aplikasi Shopee di Kota
Pekanbaru

2. Konsumen yang merasa dirugikan di aplikasi shopee

3. Pihak Jasa Pengiriman JNE Pekanbaru yang digunakan penjual
untuk melakukan pengiriman barang

4. Kepala Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen di Kota
Pekanbaru

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, sebagaimana dalam tabel

berikut:
Tabel I.1
Populasi dan Sampel
NO Jabatan Populasi Sampel Persentase
1 Pelaku usaha berbasis online di 20 1 5

Kota Pekanbaru

2 Konsumen yang merasa 20 10 50
dirugikan di aplikasi shopee

3 Pihak Jasa Pengiriman JNE 10 1 10
Pekanbaru yang  Digunakan
Penjual Untuk Melakukan
Pengiriman Barang

4 Kepala Lembaga Penyelesaian
Perkara Konsumen 1 1 100

Sumber: data primer diolah tahun 2024
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4.  Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, sumber data nya adalah

data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1.  Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis
dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian ini serta pengumpulan data melalui responden atau sampel,
berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
materi penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

2.  Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari studi
kepustakaan yang terdiri dari berbagai leteratur tentang pendapat para
ahli hukum, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Data Tertier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari bahan yang memberi
petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data
sekunder, dalam hal ini adalah data yang didapat dari Kamus Bahasa

Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.?®

26 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 111 Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning
Tahun 2023
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5.  Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang
menjadi responde.
2.  Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder, penulis
mencari leteratur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 UU ITE.

6.  Analisis Data

Sebelum penulis membahas data, terlebih dahulu penulis paparkan atau
kemukakan beberapa kegiatan pendahuluan, penulis mencari dan mengumpulkan
semua data. primer yaitu data utama yang penulis peroleh dari hasil wawancara
dengan responden. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka yang diperlukan.

Data tersebut seterusnya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-
masing, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis melakukan
pengolahan data. Langkah selanjutnya data tersebut penulis analisis dengan cara
atau mempedomani Peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal,
buku-buku, internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Layaknya penelitian

dilakukan dengan metode kualitatif adalah yang berasumsi bahwa kenyataan itu
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berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang
diinterpretasikan oleh setiap individu.

Dari hasil pembahasan atau analisis data diatas, akhirnya dapat suatu
kesimpulan. Kesimpulan disini penulis ambil atau lakukan menggunakan cara
metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-
hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-

bagiannya yang umum.
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A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan bab- bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (E-
commerce) berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, belum
terlaksana dengan baik yakni masih banyak pelaku usaha yang melanggar
ketentuan pasal 4, pasal 8 ayat(1), dan pasal 18 ayat (1) UUPK.

Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual
beli online (E-commerce) berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah karena jarak, keterbatasan
wewenang, dan masih rendahnya Kkesadaran konsumen untuk
memperjuangkan hak-hak nya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (E-commerce)
berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak terkait,
melakukan sosialisasi aturan dan penyuluhan hukum, dan terakhir ke

Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen atau mengajukan gugatan.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.  Bagi konsumen hendaknya membaca dengan teliti seluruh ketentuan yang
tersedia di halaman e-commerce untuk mengurangi timbulnya kerugian,
konsumen harus tegas memperjuangkan hak-haknya dengan mengikuti
berbagai prosedur untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari si
pelaku usaha.

2. Bagi pelaku usaha hendaknya meningkatkan mutu produk untuk
memenangkan persaingan, guna menciptakan perlindungan konsumen dan
pelaku usaha.

3.  Bagi pemerintah hendaknya melakukan penguatan regulasi untuk
menghindari timpang tindih aturan. Dikarenakan kesadaran konsumen
masih sangat rendah untuk memepertahankan haknya, maka sebaiknya
diadakan sosialisasi aturan dan penyuluhan hukum secara berkala setiap

tahunnya baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan
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